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PRESIDEN
Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 dibagi menjadi 3 bidang, yaitu :
Legislatif	: Membuat undang-undang
Eksekutif	: Menjalankan undang-undang
Yudikatif	: Menetapkan undang-undang		

Legislatif
Pasal 5(1)   :	Presiden berhak mengajukan RUU kepdada DPR
Pasal 20(2) :	Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama
Pasal 20(4) :	Presiden menyerahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
Pasal 22(1) :	Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganyi UU
Pasal 23(1) :	 
Eksekutif
Pasal 4(1)	  :	presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
Pasal 10	  :	presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
Pasal 11(1) :	
Pasal 12	  :	presiden menyatakan keadaan bahaya
Pasal 13(1) :	presiden mengangkat duta-duta konsul
Pasal 15	  :	presiden memberi gelar, tanda jasa, dll yang diatur dalam UU
	


Yudikatif
Pasal 14(1)	presiden memberikan grasti dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
Pasal 14(2)	presiden memberikan amnesti dan abolisti dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Dilihat dari penjelasan UUD,45  beberapa kekuasaan, kewajiban dan wewenang Presiden adalah :
1. Presiden harus menjalankan Haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR.
2. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR
3. Presiden mandataris MPR, wajib menjalankan Putusan2 MPR
4. Presiden sebagai mandataris tidak berada disamping (tidak neben) tetapi berada di bawah (Undergeordnet) majelis
5. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR
6. Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

Trias Politika dari Montesque
	Kekuasaan masing-masing terpisah,baik fungsinya maupun kekuasaannya
Pemerintahan Indonesia : Pembagian kekuasaan (Distribution Of Power)
Dimungkinkan ada kerjasama antara lembaga-lembaga negara, bukti pasal 5(1),20(2),21(1)
Pasal-pasal yang mengenai Presiden
· Psl 4(1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD
· Psl 4((2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh 1 orang WP
· Psl 6(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus WNI asli
· Psl 6A(1) Pres dan WP dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
· Psl 6A(2) Pres dan WP diusulkan oleh PARPOL atau Gab PARPOL
· Psl 7 Pres dan WP memegang jabatan selama 5 th dan dapat dipilih kembali,hanya untk 1 kali masa jabatak
·  Psl 7A Preisden dan WP dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti malakukan pelanggaran hukum
· Psl 8(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam  masa jabatnnya,ia diganti oleh WP
· Psl 9 (1) Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji sungguh-sungguh dihadapan MPR dan DPR
· Psl 17(1) Presiden dibantu oleh mentri-mentri Negara yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden
Meski Wakil Presiden dan mentri sama-sama sebagai pembantu presiden tetapi ada perbedaan
	Wakil Presiden

1.   Wakil Kepala Negara
2.  WP diangkat dan dihentikan oleh rakyat langsung,oleh karena itu tidak tergantung Presiden.
3. Apabila Presiden berhalangan, WP bisa     menggantikan Presiden
	Menteri

1. Membantu Wakil Pemerintahan,menjalankan pemerintahan/departemen (ps 17(3))
2. Diangkat dan dihentikan olah Pres ps 17(2)
3. Tidak bisa gantikan Presiden



DPR
· Anggota DPR dipilih melalui Pemilu Ps 19(1)
· DPR terdiri atas anggota Parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu
· Masa jabatan anggota DPR 5 th
· Pasal 19(3)  DPR bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam setahun
Tugas DPR
1. Mengawasi tindakan Presiden
2. Pasal 20(1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU
3. Memberi/tidak persetujuan APBN
4. Memberi/tidak persetujuan Perpu pasal 22(2)

DPR senantiasa berkewajiban mengawasi tindakan Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Jika DPR menganggap Presiden malanggar haluan  nagara yang telah ditetapkan oleh UUD 45/MPR
· DPR menyampaikan memorandum I mengingatkan Presiden
· Jika dalam 3 bulan Presiden tidak perhatikan memorandum I,DPR sampaikan memorandum ke II
· Dalam waktu 1 bulan tidak diindahkan,DPR minta MPR adakan siding istimewa untuk minta pertanggung jawaban Presiden
Hak DPR
1. Hak Interpelasi yaitu minta keterangan pada pemerintah mengenai kebijaksanaan pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan Negara
2. Hak angket yaitu mengadakan penyelidikan
3. Hak amandemen yaitu hak mengadakan perubahan
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat
5. Hak inisiatif,hak megajukan RUU
6. Hak imunitas yaitu hak kekebalan hokum,hak anggota DPR tdk boleh dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat dalam rapat-rapat

